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MOTTO / PERSEMBAHAN 

 

Motto: Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu 

(Amsal 16 ayat 3). 

 

Penulis persembahkan tesis ini untuk: 

1. Tuhan Yesus Kristus, segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Nya. 

2. Keluarga kecil ku yang tercinta. 

3. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 
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ABSTRAK 

 

Andrew Kristianto Silalahi. 202120251037. Pertanggungjawaban Hukum Dokter Atas 

Tindakan Medis Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pasien 

 

Profesi dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya memiliki karakteristik yang 

khas. Kekhususan ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu dari 

diperkenankanya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis terhadap tubuh 

manusia seperti operasi, pencangkokan, pemindahan bagian tertentu organ manusia 

yang dilakukan oleh dokter bukanlah digolongkan sebagai tindak pidana. Sebaliknya 

bila tindakan kemudian bukan dilakukan oleh dokter maka akan tergolong sebagai 

tindak pidana. Profesi dokter diposisikan sebagai profesi mulia (afficium mobile) sama 

dengan profesi advokat. Profesi ini bermisi mulia untuk menolong manusia yang 

mengalami susah.  

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pertanggungjawaban hukum dokter atas 

dugaan malapraktik medik tindakan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

dokter dalam penyelesaian laporan dugaan malapraktik medik ditinjau dari internal 

profesi kedokteran. Munculnya sebutan istilah malapraktek pada sektor pelayanan 

kesehatan pada akhir-akhir ini mulai ramai diperbincangkan masyarakat dari berbagai 

pihak sebagai akibat banyaknya pengaduan kasus-kasus yang diduga merupakan 

malapraktik menurut sebutan dan istilah di masyarakat terhadap profesi dokter yang 

dianggap telah merugikan pasien dalam dokter melakukan perawatan seseorang pasien. 

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif ditunjang dengan 

pendekatan peristiwa atau fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.  

Pencanangan dan penegakan norma hukum atas batasan malapraktik medik tersebut 

paling tepat  dimuat dalam undang – undang tentang Praktek Kedokteran, yang 

sekarang berlaku dalam Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang 

Penyelenggaraan Praktik Kedokteran dan bagaimana semestinya pertanggung jawaban 

itu dilakukan dan sesuai secara hukum positif  yang berlaku di Indonesia. 

Pertangungjawaban pidana dapat dikenakan kepada dokter apabila tindakan medis 

dilakukan memenuhi ketentuan bahwa tindakan dilarang oleh hukum, adanya unsur 

kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian, tidak adanya alasan pemaaf dan 

pembenar, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Dokter dapat melakukan upaya 

untuk menyelesaikan laporan malapraktik melalui mediasi, Majelis Kehormatan Etik 

Kedokteran (MKEK), maupun Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 

(MKDKI). 

  

Kata kunci :   Tanggung Jawab, Dokter, Tindakan Medik, Upaya Hukum 
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ABSTRACT 

 

Andrew Kristianto Silalahi. 202120251037. The Legal Responsibility of Doctors For 

Medical Actions that Cause Loss of Patient Life 

 

The profession of a doctor with its scientific tools has unique characteristics. This 

specificity can be seen from the justification given by law, namely from the 

permissibility of carrying out medical actions on the human body in an effort to 

maintain and improve health status. Medical actions against the human body such as 

surgery, transplantation, removal of certain parts of human organs carried out by 

doctors are not classified as criminal acts. Conversely, if the action is not carried out by 

a doctor, it will be classified as a crime. The medical profession is positioned as a noble 

profession (afficium mobile) similar to the advocate profession. This profession has a 

noble mission to help people who are experiencing difficulties.  

The purpose of this study was to analyze the legal responsibility of doctors for alleged 

medical malpractice based on Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice 

and legal remedies that can be taken by doctors in resolving reports of alleged medical 

malpractice in terms of internal medical profession. The term malpractice in the health 

service sector has recently begun to be widely discussed by the public from various 

parties as a result of the many complaints of cases that are suspected of being 

malpractice according to the designations and terms in society against the medical 

profession which is considered to have harmed patients in doctors treating a patient. As 

for this research, it uses a normative juridical method supported by an approach to 

events or phenomena that occur in society.  

The promulgation and enforcement of legal norms on the limits of medical malpractice 

is best contained in the Law on Medical Practice, which is now in effect in Law Number 

29. 2004 concerning the Implementation of Medical Practice and how accountability 

should be carried out and in accordance with positive law in force in Indonesia. 

Criminal liability can be imposed on a doctor if the medical action is carried out in 

compliance with the provisions that the act is prohibited by law, there is an element of 

error whether intentional or negligent, there is no reason for forgiveness and 

justification, and there is no reason for criminal elimination. Doctors can make efforts 

to resolve malpractice reports through mediation, the Medical Ethics Honorary Council 

(MKEK), or the Indonesian Medical Disciplinary Honorary Council (MKDKI). 

 

  

Keywords: Responsibilities, Doctors, Medical Measures, legal Remedies 
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